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MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 79 /PMK.01/2022 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan 

kinerja penyelenggaraan pembelajaran, sertifikasi 

kompetensi keuangan negara dan mana_Jemen 

pengetahuan, serta mendukung peningkatan kapasitas, 

kualitas, dan kinerja sumber daya manusia Kementerian 

Keuangan melalui Kementerian Keuangan Corporate 

University, perlu dilakukan penataan kembali atas 

orgamsas1 dan tata kerja pada Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177 /PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerj a Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
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Pendidikan clan Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang 

Organisasi clan Tata Kerja Balai Pendidikan clan Pelatihan 

Kepemimpinan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa penataan organisasi clan tata kerj_a pada Balai 

Pendidikan clan Pelatihan Keuangan clan Balai Pendidikan 

clan Pelatihan Kepemimpinan, telah mendapatkan 

persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 

Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor 

B/ 134/M.KT.01/2022 tanggal 03 Februari 2022; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi clan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pendidikan clan Pelatihan Keuangan; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1031); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN 

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf
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BAB I 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN 

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

Pasal 1 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pend_idikan dan 

Pelatihan Keuangan terdiri atas: 

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan 

b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Pasal 2 

( 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang 

selanjutnya disebut Balai Diklat Keuangan merupakan 

unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

(2) Balai Diklat Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala. 

Pasal 3 

Balai Diklat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan 

negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Balai Diklat Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis 

kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja Balai Diklat 

Keuangan; 
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b. penyelenggaraan pembelajaran dan fasilitasi implementasi 

sistem pembelajaran di bidang keuangan negara; 

c. pemberian dukungan teknis pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran di bidang keuangan negara di wilayah kerja 

Balai Diklat Keuangan; 

d. pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan 

uji kompetensi; 

e. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi 

pembelajar di lingkungan Balai Diklat Keuangan; 

f. pelaksanaan asistensi penerapan proses manajemen 

pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja 

Balai Diklat Keuangan; 

g. penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Diklat 

Keuangan; 

h. pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko di 

lingkungan Balai Diklat Keuangan; 

1. pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Balai Diklat 

Keuangan; 

J. pelaksanaan penjaminan mutu pembelajaran di 

lingkungan Balai Diklat Keuangan; 

k. pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat 

Keuangan; 

1. pemantauan tindak lanjut hasil 

pemberian rekomendasi perbaikan 

lingkungan Balai Diklat Keuangan; 

pengawasan dan 

proses bisnis di 

m. pengembangan sumber daya manusia Balai Diklat 

Keuangan;dan 

n. pelaksanaan administrasi Balai Diklat Keuangan. 

Pasal 5 

( 1) Balai Diklat Keuangan terdiri atas: 

a. Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran; 

b. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Balai Diklat Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bagan organisasi 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Men teri ini. 

Pasal 6 

(1) Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran mempunyai tugas 

melakukan penyelenggaraan pembelajaran terkait 

keuangan negara, fasilitasi implementasi sistem 

pembelajaran, dan fasilitasi dukungan teknis pelaksanaan 

analisis kebutuhan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, 

sertifikasi, dan uji kompetensi, serta penyelenggaraan 

layanan asistensi penerapan proses manajemen 

pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja 

Balai Diklat Keuangan. 

(2) Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal 

mempunya1 tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan tata 

persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

pengelolaan perpustakaan, fasilitasi dukungan teknis 

layanan pembelajaran, penerapan proses manajemen 

pengetahuan dan organisasi pembelajar, pengelolaan 

komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, 

kinerja dan risiko, pelaksanaan penjaminan mutu layanan 

pembelajaran, pemantauan pengendalian intern dan 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta 

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan 

pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di 

lingkungan Balai Diklat Keuangan. 

Bagian Kedua 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

Pasal 7 

( 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemim pinan yang 

selanjutnya disebut Balai Diklat Kepemimpinan 

merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah 
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dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

(2) Balai Diklat Kepemimpinan dipimpin oleh seorang Kepala. 

Pasal 8 

Balai Diklat Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Balai Diklat Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis 

kebutuhan pembelajaran di bidang kepemimpinan; 

b. penyusunan program pembelajaran di bidang 

kepemimpinan; 

. c. pemberian dukungan teknis perumusan desain 

pembelajaran di bidang kepemimpinan; 

d. pemberian dukungan teknis penyusunan dan 

pengembangan media, model, dan teknologi pembelajaran 

di bidang kepemimpinan; 

e. penyiapan tenaga pengajar dan pengelolaan direktori ahli, 

serta penyusunan aset intelektual/ dokumen pengetahuan 

di bidang kepemimpinan; 

f. penyelenggaraan pembelajaran dan fasilitasi implementasi 

sistem pembelajaran di bidang kepemimpinan; 

g. pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan 

uji kompetensi; 

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pembelajaran di bidang kepemimpinan; 

1. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi 

pembelajar di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan; 

J. pelaksanaan asistensi penerapan proses manajemen 

pengetahuan di bidang kepemimpinan; 

k. penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Diklat 

Kepemimpinan; 
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1. pengelolaan data dan informasi, kinerj a dan risiko Balai 

Diklat Kepemimpinan; 

m. pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Balai Diklat 

Kepemimpinan; 

n. pelaksanaan penJamman mutu pembelajaran. di 

lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan; 

o. pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat 

Kepemimpinan; 

p. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan 

pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di 

lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan; 

q. pengembangan sumber daya manusia Balai Diklat 

Kepemimpinan; dan 

r. pelaksanaan administrasi Balai Diklat Kepemimpinan. 

Pasal 10 

(1) Balai Diklat Kepemimpinan terdiri atas: 

a. Seksi Pengembangan dan Penyelenggaraan 

Pembelajaran; 

b. Seksi Evaluasi Pembelajaran; 

c. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan organisasi Balai Diklat Kepemimpinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bagan 

organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 11 

(1) Seksi Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran 

mempunyai tugas melakukan dukungan teknis 

pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran, 

perencanaan dan pengembangan program, desain, media, 

dan materi pembelajaran, penyiapan dan dukungan 

administrasi tenaga pengajar, penyiapan peserta 

pembelajaran, penyelenggaraan layanan pembelajaran 
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dan fasilitasi implementasi sistem pembelajaran di bidang 

kepemimpinan serta pelaksanaan asistensi penerapan 

proses manajemen pengetahuan di bidang kepemimpinan 

di lingkungan Kementerian Keuangan. 

(2) Seksi Evaluasi Pembelajaran mempunyai tugas 

melakukan evaluasi, pemantauan, pelaporan 

penyelenggaraan, dan penjaminan mutu layanan 

pembelajaran, pemberian dukungan teknis pelaksanaan 

sertifikasi dan uji kompetensi di bidang kepemimpinan, 

serta penerapan proses manajemen pengetahuan dan 

organ1sas1 pembelajar di lingkungan Balai Diklat 

Kepemimpinan. 

(3) Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan tata 

persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

pengelolaan perpustakaan, pengelolaan komunikasi 

publik, pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko, 

pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin, serta pemantauan tindak lanjut 

hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan 

proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan. 

Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

( 1) Pada Balai Diklat Keuangan dan Balai Diklat 

Kepemimpinan dapat ditetapkan kelompok jabatan 

fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(2) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai 
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Diklat Keuangan dan Balai Diklat Kepemimpinan sesuai 

bidang keahlian dan keterampilan. 

(3) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang 

melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat 

Administrator atau pejabat Eselon III, atau pejabat 

Pengawas atau pejabat Eselon IV yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 

(5) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban 

kerja. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan pejabat 

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 

oleh Menteri Keuangan. 

(7) Tugas, jenis, jenjang jabatan fungsional diatur sesua1 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

TATAKERJA 

Pasal 13 

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat Keuangan dan 

Balai Diklat Kepemimpinan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

(2) Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat Keuangan dan 

Balai Diklat Kepemimpinan harus menerapkan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing­

masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 14 

( 1) Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat Keuangan dan 

Balai Diklat Kepemimpinan harus menyusun proses bisnis 

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif 

dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Diklat 

Keuangan dan Balai Diklat Kepemimpinan. 

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai 

Diklat Keuangan dan Balai Diklat Kepemimpinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 

Pasal 15 

(1) Para Kepala Balai Diklat Keuangan menyampaikan laporan 

kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

(2) Kepala Balai Diklat Kepemimpinan menyampaikan laporan 

kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan dan Manajerial. 

Pasal 16 

Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat Keuangan dan Balai 

Diklat Kepemimpinan harus menyusun analisis jabatan, peta 

jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap 

seluruhjabatan di lingkungan Balai Diklat Keuangan dan Balai 

Diklat Kepemimpinan. 

Pasal 17 

Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat Keuangan dan Balai 

Diklat Kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya harus 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan Balai Diklat Keuangan dan Balai Diklat 

Kepemimpinan maupun dalam hubungan antar kementerian 

dengan lembaga lain terkait. 
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Pasal 18 

(1) Setiap p1mpman unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. 

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara 

bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi 

harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit 

organisasi di bawahnya. 

Pasal 20 

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan 

internal pada Balai Diklat Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam pelaksanaan 

tugasnya: 

a. secara fungsional bertanggung jawab kepada unit 

yang menangani kepatuhan internal pada Kantor 

Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

dan 

b. secara administratif bertanggung jawab kepada 

Kepala Balai Diklat Keuangan. 

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan 

internal pada Balai Diklat Kepemimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dalam pelaksanaan 

tugasnya: 

a. secara fungsional bertanggung jawab kepada unit 

yang menangani kepatuhan internal pada Kantor 

Pusat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

dan 

b. secara administratif bertanggung jawab kepada 

Kepala Balai Diklat Kepemimpinan. 
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Pasal 21 

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan 

internal pada Balai Diklat Keuangan dan Balai Diklat 

Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) dan Pasal 11 ayat (3) berhak meminta dan memperoleh 

data dan informasi dari unit organisasi/ pejabat terkait di 

lingkungan balai yang bersangkutan. 

(2) Unit organisasi/ pejabat yang terkait harus memberikan 

data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang 

melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal. 

BAB IV 

JUMLAH, NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA 

Pasal 22 

(1) Sejak berlakunya Peraturan ini, terdapat 11 (sebelas) Balai 

Diklat Keuangan dan 1 ( satu) Balai Diklat Kepemimpinan. 

(2) Balai Diklat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) terdiri atas: 

(3) 

a. Balai Diklat Keuangan Medan; 

b. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru; 

C. Balai Diklat Keuangan Palembang; 

d. Balai Diklat Keuangan Cimahi; 

e. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta; 

f. Balai Diklat Keuangan Malang; 

g. Balai Diklat Keuangan Denpasar; 

h. Balai Diklat Keuangan Pontianak; 

i. Balai Diklat Keuangan Balikpapan; 

J. Balai Diklat Keuangan Makassar; dan 

k. Balai Diklat Keuangan Manado. 

Lokasi dan Wilayah Kerja masing-masing Balai Diklat 

Keuangan dan Balai Diklat Kepemimpinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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BABV 

JABATAN 

Pasal 23 

( 1) Kepala Balai merupakan jabatan Administrator atau 

merupakan jabatan struktural Eselon III.a. 

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 

Pengawas atau merupakan jabatan struktural Eselon IV.a. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruhjabatan 

yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di 

lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177 /PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor · 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerj a Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, tetap melaksanakan 

tugas dan fungsinya sampai dengan dibentukjabatan baru dan 

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata 

kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Pasal 26 

Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan 

penyesuaian peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan 

Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

Peraturan Menteri ini diundangkan. 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, seluruh 

peraturan pelaksanaan dari: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.01/2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102); dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerj a Balai Pendidikan dan Pelatihan 
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Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1103), 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru 

berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.01/2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102); dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.01/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1103), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/66~PMK.01~2009Per.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2012/177~PMK.01~2012Per.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2011/52~PMK.01~2011Per.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2012/178~PMK.01~2012Per.HTM
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 April 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 April 2022 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIY ANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 418 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
' ) Kep~a Bagian Administrasi Kementerian 

..., - I 
MASSOEHARTO ~ 
NIP 19690922 199001 1 001 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 79/PMK.01/2022 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEUANGAN 

A. BAGAN ORGANISASI BALAI DIKLAT KEUANGAN 

BALAI DIKLAT 
KEUANGAN 

SUBBAGIAN TATA 
USAHADAN 

KEPATUHANINTERNAL 

SEKSI 
PENYELENGGARAAN 

PEMBElAJARAN 

I I I I I I 
IBLOMPO K JABATA!' - -FUNGSIONAL 

II II II 

B . BAGAN ORGANISASI BALAI DIKLAT KEPEMIMPINAN 

BALAI DIKLAT 
KEPEMIMPINAN 

SUBBAGIAN TATA USAHA 
DAN KEPATUHAN 

INTERNAL 

SEKSI PENGEMBANGAN 
SEKSI EV ALUASI 

DAN PENYELENGGARAAN 
PEMBELAJARAN 

PEMBELAJARAN 

I I I I I I 
KELOMPOKJABATAI 

t--- -
FUNGSIONAL 

I I I I I I 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

~MAS SOEHARTO 
NIP 19690922 199001 1 001 (/Xi.._ 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 79 /PMK.01/2022 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEUANGAN 

A. NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALA! PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEUANGAN 

i' l ',•\f '••ii,,, j "0f;,\\ ·i ' !' '\'''• ,, k ,c\';, ' '" 'c;ewif't' ~~~· '•, . I \l• • '£~i ( ½~-'tJ, ~~i' "r c,, '"'",·'~ "'•~x ,. ,11. ' '• ' 
{ :-f', ::'.1l\;'\\,~f .. AJ~~.,c-v 1('\.':r,/ :'. ,, ,.';,t: letA'Lli:' I '" '. :"' ~ l 11.,,_AJJ}'-J1 l.K~£1A1t\VJ,t ·,:·; · \, '11 111·· ·1•,,-11. .,,,. • '" ··•• ··11r 'l'•W • • · "=,,,.--r;,;,J,~"VJ ,-. -,, · .,,,.=,c,9·-,,,--"1 
~ .{ifil,i\~J3l\lIBi;'!l'iJ:D:2:·~-'''.£5:~,, t'k•·'J,\'IJ'.' .. Jt'',1,\'iilr]\,:_,, ·1~~1:.P'.i.l:!i,t,:sl':!B.l('trtkc 'fU .. a ~~=~, t~JB'. 1J:••.'r'..Jl'c,S, )_c'' !L .t . .2o!' '.-'.. - ,, __ -:,¥, ~c'.ii.,, ''.~'~,~:-;_ii,<,•~-'!\)~')/'-' '.'.''blJ}'.!J,~~'!i ,·· •• ~l(.i 
ft :~3""~f;~)"\\f; ,'~~1\tf.h_/J\ ,Ut~,"'~!,c/ ,•:/ :~'tlt~Jt/)~ J~~~ld!I", :, \;._ ~• ~1~, \ :, ,,\ .\ \';;hj •' ,~ ";~ • ' ,~ l '! :~ \{f 1/, ,• 1:f /~ 

1. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Aceh 

Medan Medan 2. Provinsi Sumatera Utara 

3. Provinsi Sumatera Barat 

2. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Riau 

Pekanbaru Pekanbaru 2. Provinsi Bengkulu 

3. Provinsi Jambi 

4. Provinsi Kepulauan Riau 

3. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Sumatera Selatan 

Palembang Palembang 2. Provinsi Lampung 

3. Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

4. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Jawa Barat 

Cimahi Cimahi 2. Provinsi Banten 

5. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Daerah lstimewa 

Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta 

2. Provinsi Jawa Tengah 

6. Balai Diklat Keuangan Kota Provinsi Jawa Timur 

Malang Malang 

7. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Bali 

Denpasar Denpasar 2. Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 

3. Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

8. Balai Diklat Keuangan Kota 1. Provinsi Kalimantan Barat 

Pontianak Pontianak 2. Provinsi Kalimantan Tengah 
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No. NAMA LOKASI WILAYAH KERJA 

9. Balai Diklat Keuangan Kata 1. Provinsi Kalimantan Timur 

Balikpapan Balikpapan 2. Provinsi Kalimantan Selatan 

3. Provinsi Kalimantan Utara 

10. Balai Diklat Keuangan Kata 1. Provinsi Sulawesi Selatan 

Makassar Makassar 2. Provinsi Sulawesi Tenggara 

3. Provinsi Sulawesi Barat 

4. Provinsi Maluku 

5. Provinsi Papua 

6. Provinsi Papua Barat 

11. Balai Diklat Keuangan Kata 1. Provinsi Sulawesi Utara 

Manado Manado 2. Provinsi Gorontalo 

3. Provinsi Sulawesi Tengah 

4. Provinsi Maluku Utara 

B. NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEPEMIMPINAN 

No. NAMA 

1. Balai Diklat 

Kepemimpinan 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

,---:::-- U .-b. 

LOKASI WILAYAH KERJA 

Kata Seluruh Indonesia 

Magelang 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Kep?ia ·"Bagian Administrasi Kernen terian 

I / -

MASSOEHARTO r~ 
NIP 19690922 199001 1 001 /)\ \ 




